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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan 

bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika oleh 

anggota kepolisisan adalah dengan melalui sarana non-penal dan sarana 

penal. Sarana non-penal dilakukan melalui kode etik profesi kepolisian. 

Kode etik profesi kepolisian merupakan daftar kewajiban dalam 

menjalankan profesi sebagai anggota kepolisian dan mengikat dalam 

praktek. Dengan demikian maka kode etik kepolisian berisi nilai-nilai 

yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana 

seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku 

atau berbuat dalam menjalankan profesi kepolisian. 

 Selain upaya penanggulangan dengan sarana non-penal, juga 

dilakukan melalui sarana penal. Sarana penal dilakukan apabila telah 

dijatuhkan sanksi kode etik sebanyak 3 (tiga) kali melalui sidang kode etik 

profesi kepolisian maka akan ditindak-lanjuti dengan mekanisme peradilan 

umum. 

C. Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penulis menyarankan, bahwa 

dalam upaya penanggulangan tindak pidana mengunakan narkotika 

hendaknya harus digunakan sarana penal yaitu dengan memproses anggota 

kepolisian yang terbukti mengunakan narkotika tanpa hak dan melawan 
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hukum untuk mempertanggung-jawabkan secara pidana mengingat 

perbuatan mengunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum 

merupakan suatu tindak pidana maka pelakunya harus dipidana, sehingga 

tidak ada perlakuan yang berbeda atau diskriminasi antara masyarakat dan 

anggota kepolisian yang terbukti mengunakan narkotika tanpa hak dan 

melawan hukum. 
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